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‘Tax Amnesty bukan Alat Kompromi dengan Penjahat

~ Poin Penting:
‘1”Kebijakah Tax
 Amnesty tanpa
kajlan yang
komprehensxf
_ hisa berdampak,
~ besar tﬁe}‘rhadépj
~ optimalisasi ‘
penerimaan
pajak dan tmgkat
kepatuhan Wajlb
Pajak.
2 Tax Amnesty bukan

instrumen yang adil

~ bagi Wajib Pajak
yang selama ini taat
~dalam pembayaran
pajak
3. Pemermtah harus
‘ menghentlkan

~wacana kebijakan
Tax Amnesty, lebih
balk instrumen pada
~ pencapaian target
~ penerimaan pajak,

penin‘gkata niax

ratio, perbaikan
~ kelembagaan,
perbalkan snstem
administrasi
perpaJakan, -
~ penataan regulasi

dan penengakan

hukum. .

FPB Tax Review adalah analisis dan
independen
berbagai hal krusial yang
berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

kebijakan

j{egalauan pemerintah dalam mencapai

target penerimaan pajak tahun ini semakin
meningkat. Sebelumnya beberapa kebijakan
kontroversial dilakukan seperti pajak jalan
tol dan aturan pajak untuk bunga deposito.
Sekarang  pemerintah  berwacana  untuk
menerapkan pengampunan pajak (7ax Amnesty)
sebagai upaya untuk mengenjot penerimaan
pajak.

Walaupun pada prakteknya, Tax Amnesty
seringkali digunakan sebagai instrumen untuk
mengenjot penerimaan pajak dalam waktu
cepat atau jangka pendek. Dimana kondisi
sektor perpajakan semakin rumit karena
maraknya praktek penghindaran pajak (tax
avoidance). Tapi perlu juga melihat dimensi
Wajib Pajak (WP) yang selama ini taat dalam
pembayaran pajak. WP yang taat akan tereduksi
kepatuhannya .karena adanya Tax Amnesty.
Sehingga dalam jangka panjang jika tidak hati
- hati justru menyebabkan semakin rendahnya
tingkat kepatuhan membayar pajak.

Pemerintah tidak boleh berpikir secara parsial
karena ketakutan terhadap tidak tercapainya
target penerimaan pajak. Sehingga solusi
terhadap Tax Amnesty, dipikir dapat mengenjot
penerimaan pajak dan menarik kembali
dana vyang disimpan di luar negeri. Kasus
kebijakan Sunset Policy tahun 2008 menjadi
pembelajaran. Memang ada peningkatan dari
jumlah WP ketika diberlakukannya Sunset
Policy tapi dilihat dari aspek kepatuhan WP
justru setelah dilakukannya Sunset Policy
menjadi turun. Artinya, bukan Tax Amnesty
yang sebenarnya diperlukan dalam mengenjot
penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan tapi
ada instrumen lain seperti penegakan hukum,
perbaikan kelembagaan, perbaikan sistem
administrasi perpajakan dan penataan regulasi.

Kontroversi Wacana Penerapan Tax Amnesty

Pemerintah mewacanakan kebijakan  Tax
Amnesty untuk pelanggar pajak dan pelaku

kejahatan finansial lainnya, dengan syarat
dana mereka yang disimpan di luar negeri
dibawa pulang ke Indonesia. Tak tanggung-
tanggung, pengamupunan yang dimaksud
adalah pemberian fasilitas penghapusan pokok
utang pajak.

Pelanggaran yang mendapat pengampunan
rencananya pun beragam. Bukan cuma
kejahatan perpajakan, melainkan uang hasil
tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan
lainnya akan memperoleh pengampunan
(Kompas.com, 12/3). Wacana ini masuk sebagai
salah satu poin pembahasan dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) perubahan tentang
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) vyang
merupakan prioritas pembahasan di tahun
2015 ini.

Menggenjot pendapatan pajak, tidak dapat
dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya
periodik, dan cenderung pragmatis sejenis Tax
Amnesty. Namun harus dilakukan dengan cara
yang komprehensif dan sistematis dari hulu
hingga ke hilir, yakni dari proses kebijakan yang
baik, infrastruktur cukup serta sumber daya
manusia yang cakap.

Kebijakan 7ax Amnesty yang saat ini hendak
diterapkan tentu harus mendapat perhatian
yang luas dari masyarakat. Apalagi rencana
memperluas cakupannya, hingga kepada para
pelaku kejahatan finansial seperti korupsi,
pencucian uang, tentu hal ini bukan persoalan
yang sederhana.

Pemerintah selama ini sudah dua kali melakukan
kebijakan 7ax Amnesty yaitu tahun 1984 dan
tahun 2008. Kebijakan 7ax Amnesty tahun
1984 bisa dikatakan gagal total karena tidak
diikuti oleh kebijakan lain terutama kebijakan
perbaikan sistem administrasi perpajakan yang
merupakan landasan dasar keberhasilan 7Tax
Amnesty.
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Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak dan Tax ratio di Indonesia,
2008 - 2013
Keterangan L
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah WP Terdaftar 7,137,023 | 15,911,576 19,112,590 | 22,319,073 | 24,812,569 | 28,002,205
WP terdaftar yang Wajib menyampaikan SPT 6,341,828 | 9,996,620 14,101,933 | 18,116,000 | 17,659,278 | 17,731,736
Total WP yang menyampaikan SPT 2,097,849 | 5,413,144 8,202,309 | 9,033,233 | 9,482,480 | 10,790,650
Tingkat Kepatuhan (%) 33.08% 54.15% 58.16% 49.86% 53.70% 60.86%
Realisasi Penerimaan Pajak (%) 105.9% 97.9% 98.1% 99.3% 96.4% 92.6%
Tax Rasio (%) 11.1% 11.9% 12.1% 12.8% 13.1% 13.0%

Sumber: Forum Pajak Berkeadilan 2015 (diolah dari DJP)

Tahun 2008, pemerintah kembali melakukan
Tax Amnesty dalam bentuk kebijakan
Sunset Policy. Di tahun awal penerapan
terlihat perubahan dengan meningkatnya
jumlah WP sebanyak 5,6 juta WP baru,
bertambahnya SPT tahunan sebanyak
804.814 dan meningkatnya penerimaan
PPN sebesar Rp. 7,46 triliun tapi setelah
itu justru tingkat kepatuhan WP bergerak
stagnan dan realisasi penerimaan pajak
semakin turun serta tax ratio tidak bergerak
naik secara signifikan.

Belajar dari dua kegagalan ini, seharusnya
pemerintah bisa mengkaji lagi wacana
untuk melakukan kebijakan Tax Amnesty.
Belajar dari beberapa negara yang sukses
dalam menjalankan kebijakan 7ax Amnesty
seperti Korea Selatan, India, Italia, Irlandia
dan Afrika Selatan. Bahwa penerapan
Tax Amnesty harus terintegrasi dengan

kebijakan perpajakan lainnya.

landasan utama dari penerapan Tax
Amnesty adalah tersedianya database
perpajakan yang lengkap sehingga bisa
memberikan potret riil dari karalteristik WP
yang ada saat ini. Informasi yang lengkap
akan memudahkan pemerintah dalam
melakukan pengampunan pajak terhadap
WP yang bermasalah.

Tax Amnesty efektif ketika sistem
administrasi perpajakan memadai untuk
mendorong WP lebih  mudah dalam
melakukan proses pembayaran pajak. Bila
sistem administrasi perpajakan masih rumit
maka upaya meningkatkan kepatuhan
WP akan sulit juga dilakukan. Terakhir,
penegakan hukum vyang berkeadilan.
Ini akan rumit ketika sistem penegakan
hukum masih amburadul dan penuh
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ketidakpastian. Melihat kondisi diatas, maka
sulit sebenarnya melakukan kebijakan 7ax
Amnesty di Indonesia saat ini.

Tax Amnesty: Paradoks terhadap Target
Penerimaan Pajak

Bila berpijak dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015
- 2019 yang menetapkan peningkatan tax
ratio sebesar 16% dan target pemerintah
tahun 2015 yang menetapkan penerimaan
pajak sebesar Rp. 1.296 triliun, maka
kebijakan Tax Amnesty ini sebenarnya
bertolak belakang dari strategi pemerintah
untuk mengenjot penerimaan pajak.

Bila dilihat dari data yang di rilis oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada sekitar
Rp. 77,3 triliun yang masuk ke dalam
piutang pajak. Artinya, bila dilakukan 7ax
Amnesty maka akan ada sebesar Rp. 77,3
triliun yang akan dihapuskan piutang
pajaknya. Jumlah ini sangat signifikan kalau
dikonversi secara agregatif terhadap target
penerimaan pajak tahun 2015.

Jika melihat dari aspek kesiapan pemerintah
dalam melakukan optimalisasi penerimaan
pajak baik secara administrasi, regulasi,
dan kapasitas SDM di DJP sendiri maka
diberlakukannya 7ax Amnesty akan beresiko
terhadap pencapaian target penerimaan
pajak. Efeknya belum tentu efektif dalam
meningkatkan penerimaan pajak dalam
tiga sampai lima tahun ke depan. Untuk
itu, pemerintah perlu mengkaji ulang lagi
penerapan 7ax Amnesty ini dan harus
di evaluasi terlebih dahulu dampaknya
terhadap  strategi  jangka  panjang
pemerintah dalam mengenjot penerimaan
pajak.

Pengembalian Aset Kejahatan (Asset
Recovery)

Ditengah upaya pemerintah melakukan
pengejaran aset hasil kejahatan yang
dilarikan keluar negeri, adanya wacana
pengampunan  tersebut tentu sangat
disayangkan. Jaksa Agung misalnya saat
ini telah mengindentifikasi aset Bank
Century di Hongkong senilai Rp. 6 triliun
untuk dirampas berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahun
2014, pengadilan Hongkong mengabulkan
penyitaan aset Bank Century sebesar Rp. 48
miliar.

Sebelumnya, pemilik Bank Century, Rafat
Ali Rizvy dan Heesam Al Waraq berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
nomor : 339/pid.b/2010/PN.JKT.PST tanggal
30 November 2010 telah dijatuhi hukuman
pidana 15 tahun penjara, denda Rp 15
miliar dan membayar uang pengganti Rp
3,115 triliun secara tanggung renteng.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
tanggal 21 November 2008 menetapkan PT
Bank Century, Tok (sekarang PT Bank Mutara,
tbk) sebagai bank gagal yang berdampak
sistemik. Upaya tersebut akan menjadi sia-
sia jika kebijakan pengampunan tersebut
dilakukan. Selain itu, pengembalian aset
korupsi oleh mantan Presiden Indonesia
(alm) Soeharto, Dana Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) dan dana hasil
kejahatan lainnya yang hingga saat ini
belum sepenuhnya tuntas.

Pengampunan ini juga merupakan paradoks
ditengah-tengah gencarnya upaya
masyarakatinternasional (khususnyanegara
berkembang), mengejar kekayaannya yang



dilarikan keluar negeri pasca tumbangnya
para penguasa tirani di negara masing-
masing. Beberapa negara yang sukses
mengebalikan aset hasil kejahatan diantara
~ adalah Nigeria (Sani Abacha), Peru (Alberto
Fujimori) dan Philipina (Ferdinand Marcos).

Pengembalian aset merupakan salah satu
tujuan utama dari Konvensi PPB melawan
korupsi atau UN Convention Against
Corruption (UNCAC) yang mulai efektif
berlaku pada tahun 2005 dan Indonesia
telah meratifikasinya melalui UU No 7 Tahun
2006. Adanya persoalan global tentang
aset curian merupakan suatu keprihatinan
global dan harus diberantas secara global
dengan kerjasama dalam bantuan hukum
(mutual legal assistance).

Upaya pengembalian aset  semakin
mencapai puncaknya dengan dibentuknya
Stolen Asset Recovery (StAR) Initiatives,
yang merupakan bentuk kerja sama
lembaga internasional Bank Dunia dan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang
pengembalian aset hasil korupsi. Secara
resmi StAR diluncurkan tahun 2007 dengan
Indonesia sebagai pilot project-nya.

Walaupun tidak sesukses negara-negara
yang menjadi wilayah kerja StAR seperti
Filipina, namun setidaknya program StAR
di Indonesia telah berkontribusi terhadap
perobahan pola pikir dari para penegak
hukum, dimana sebelumnya hanya merujuk
pada aktor atau tersangka kini telah beralih
pada pentingnya memfokuskan prioritas
upaya untuk mengikuti jejak hilangnya aset
dan mengembalikannya ke dalam negara
terlebih dahulu (Paku Utama, 2013)

Pencucian Uang Pajak

Walaupun banyak  variabel yang
menyebabkan tidak terpenuhinya realisasi
pajak, namun isu penegakan hukum,

khususnya hukum pidana juga menjadisalah
satu variabel yang harus diperhitungkan
untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Dalam ketentuan UU. No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU),
bagi siapapun yang menyembunyikan harta
hasil tindak pidana di bidang perpajakan
dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana
pencucian uang. Dengan kata lain, tindak
pidana di bidang perpajakan merupakan
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Tabel 2 _
Jumlah Piutang Pajak menurut Umur Piutang Pajak, 2013
. . Jumlah
Umur Piutang Pajak (e Tilivi)
Sampai dengan 1 tahun 27.2
1 -2 tahun 11,2
2 - 3 tahun 3.8
3 - 4 tahun 4.8
4 - 5 tahun 6.8
Lebih dari 5 tahun 234
Total 7731 s

Sumber: Forum Pajak Berkeadilan 2015 (diolah dari DJP)

salah satu tindak pidana asal atau predicate
offence’dari tindak pidana pencucian uang.
Semenjak diundangkan tahun 2002 hingga
saat ini, belum satupun kasus pencucian
uang yang sudah divonis oleh pengadilan,
berasal dari tindak pidana perpajakan.

Jika berkaca pada data yang ada, kondisi
tersebut mengundang pertanyaan besar.
Jumlah  laporan Transaksi  Keuangan
Mencurigakan (LTKM) sepanjang tahun
2014 dari sektor perpajakan kepada Pusat
Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan
(PPATK) berjumlah 216 laporan. Jumlah ini
termasuk sepuluh besar LTKM dari semua
jenis tindak pidana asal pencucian uang,
disamping tindak pidana penipuan, korupsi,
penggelapan, narkotika, dan lain-lain.

Selain itu, Laporan Hasil Analisis (HA)
yang diberikan kepada penyidik pajak dari
tahun 2003 - 2015 berjumlah 79 laporan.
Jika dilihat dari penerimaan tindak lanjut
(feedback) LHA dari penyidik tindak pidana
asal, DJP, tercatat sebagai institusi yang
tertinggi menindaklanjuti laporan PPATK,
yang kemudian disusul oleh KPK, Kejaksaan,
dan Kepolisian RI.

Sementara, menurut Direktorat Jenderal
Pajak selama tahun 2008-2013 terdapat
kurang lebih 100 kasus faktur pajak yang
tidak berdasarkan transaksi sebenarnya
atau pajak fiktif dengan potensi kerugian
negara sebesar Rp. 1,5 triliun. Bahkan, pihak
DJP mengakui adanya pola-pola transaksi
keuangan yang terindikasi dari penjualan
faktur pajak fiktif tersebut yang dapat
dijerat pencucian uang. Hasil Analisis PPATK
tahun 2014 juga menyebutkan sekitar 33

LHA, terindikasi tindak pidana perpajakan
berkaitan dengan kasus pencucian uang,
dengan nilai lebih dari Rp 2,06 triliun.

Adapun kasus tindak pidana pajak
yang menyita perhatian adalah terkait
penggelapan pajak oleh Asian Agri Grup
senilai Rp. 1,3 triliun. Dalam hasil eksaminasi
terhadap putusan Mahkamah Agung dalam
perkara Asian Agri tersebut, terdapat fakta
bahwa ada upaya menyembunyikan dan
menyamarkan aset hasil penggelapan pajak
dengan melakukan transfer pricing dengan
perusahaan yang berada di luar negeri yang
merupakan groupnya sendiri (Hadjar dkk,
2014).

Kondisi ~ diatas  menunjukan  bahwa
kejahatan perpajakan pada umumnya akan
berimbas pada praktek pencucian uang. Dan
ini merupakan kejahatan luar biasa yang
tidak sekedar merugikan negara dari aspek
penerimaan pajak tapi juga berdampak
pada rusaknya tatanan aktivitas ekonomi
dan masyarakat secara luas. Sangat tidak
pantas kalau pelaku kejahatan ini diberikan
pengampunan oleh pemerintah.

Disaat Indonesia  ingin  memberikan
pengampunan terhadap pelaku kejahatan
perpajakan dan keuangan, justru Australia
sangat agresif mengejar dan menindak
pelaku kejahatan perpajakan. Lembaga
pajak di Australia (Australian Taxation
Office atau 'ATO") merupakan institusi
yang ketiga terbanyak yang mendapatkan
laporan transaksi keuangan mencurigakan
oleh lembaga intelijen keuangannya
(Australian  Transaction — Reports — and
Analysis Centre atau 'Austrac’). Pada tahun

03

©6 00000000000 0000000006000000000000000000000060000000000000022000000000C@0O®ECEOEEO®ESEEEOO®O®0O000CO0O6O6GOEOG®OGEe®OO @S O(



FPB 720 Koview

FORUM PAJAK BERKEADILAN
(FPB)

Forum yang diinisiasi oleh kelompok
CSO dan lembaga Think Thank
yang konsen dalam membahas isu
- isu perpajakan. FPB merupakan
forum independen yang bertujuan
memberikan pelajaran bagi CSO
dan lembaga Think Thank tentang
kebijakan - kebijakan perpajakan,
aktif melakukan pengawasan dan
memberikan rekomendasi kebijakan

terhadap pemerintah dalam
mewujudkan  perpajakan  yang
berkeadilan.

Anggota FPB:

e Perkumpulan Prakarsa

e [ndonesia Corruption Watch
(ICW)

e The Indonesian
Roundtable (ILR)
Publish What You Pay (PWYP)

e Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI)

ASSPUK
e Indonesia Global Justice (1GJ)
e |HCS

Legal

Sekretariat FPB:

JI. Rawa Bambu | Blok A No. 8-E RT 010
RW 06, Kel/Kec. Pasar Minggu — Jakarta
Selatan 12520 Indonesia

Ph. +62-21-7811-798

Fax. +62-21-7811-897
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2013, kerjasama kedua lembaga tersebut
berhasil membongkar skandal pajak senilai
AUD 750,000 yang disebut ‘round robin” tax
evasion scheme. Terhadap para tersangka
dihukum membayar denda hampir AUD
1 juta dan 11 tahun penjara. Jadi sangat
tidak logis kalau kebijakan 7ax Amnesty
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
disaat negara lain secara global melakukan
perang terhadap kejahatan perpajakan dan
keuangan.

Rekomendasi Kebijakan

Sebagai  upaya  dalam  mengenjot
penerimaan pajak dan perbaikan tata
kelola perpajakan tanpa harus melakukan
kebijakan  Tax Amnesty, Forum Pajak
Berkeadilan memberikan beberapa
rekomendasi, antara lain:

1. Penegakkan hukum terhadap para
pelaku kejahatan perpajakan
Persoalan mendasaryangdihadapisektor
perpajakan adalah persoalan kejahatan
perpajakan yang sering dilakukan oleh
korporasi dan pengusaha. Ini yang
mendorong realisasi penerimaan pajak
selalu dibawah potensi pajak vyang
ada saat ini. Kelemahannya ada pada
ketidaktegasan ~ pemerintah  dalam
melakukan penindakan terhadap
kejahatan perpajakan. Untuk itu ke
depan, pemerintah bisa meningkatkan
kapasitas penegakan hukum terhadap
pelaku kejahatan perpajakan. Saat
ini sudah ada Satgas Pengamanan
Penerimaan Negara, Satgas ini bisa
menjadi instrumen untuk mengejar
para korporasi atau pengusaha yang
melakukan pengemplangan pajak dan
pencucian uang dari pengemplangan
pajak.

2. Perbaikan sistem  kelembagaan,
perbaikan sistem administrasi
perpajakan dan penataan regulasi
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Tiga aspek ini merupakan landasan
dalam menciptakan sistem perpajakan
yang baik di Indonesia. Rendahnya
realisasi  penerimaan  pajak,  tax
ratio dan tingkat kepatuhan Wajib
Pajak disebabkan oleh tiga aspek ini.
Sehingga pemerintah bisa instrumen
dalam memperbaiki kebijakan terkait
kelembagaan perpajakan, perbaikan
sistem administrasi perpajakan dan
penataan regulasi perpajakan. Jika ini
bisa dilakukan segera dalam jangka
pendek maka efeknya terhadap strategi
pemerintah  untuk  meningkatkan
penerimaan pajak, fax ratio dan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak bisa sukses
dilakukan.

3. Roadmap Penataan Perpajakan di

Indonesia
Saat ini, masyarakat belum memahami
dengan baik arah dari kebijakan

perpajakan di Indonesia. Capaian apa
yang diinginkan pemerintah dalam
jangka pendek, menengah dan panjang
tidak jelas. Hal ini berdampak terhadap
luas terhadap perekonomian nasional.
Banyak kebijakan yang bersifat parsial,
tidak komprehensif. Sehingga vyang
terjadi adalah kontroversi kebijakan
seperti kasus Tax Amnesty. Untuk itu,
pemerintah perlu menyusun Roadmap
Penataan Perpajakan di Indonesia.
Ini menjadi panduan bagi otoritas
perpajakan, dunia usaha dan masyarakat
dalam memandang kondisi perpajakan
dan rencana pemerintah terkait dengan
perpajakan di Indonesia.

Ditulis oleh:

Refky Saputra, Peneliti The Indonesian
Legal Roundtable, email: refkysaputra@
gmail.com; Wiko  Saputra, Peneliti
Kebijakan Ekonomi, Perkumpulan Prakarsa,
email: wiko@theprakarsa.org
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